BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis atas permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis
menyimpulkam sebagai berikut:

1. Keputusan KPU No 1632 tentang penetapan calon presiden dan wakil
presiden tidak tepat secara hukum, dan melanggar ketentuan pasal 10 ayat (1)
dan (2) undang-undang no 12 tahun 2011. KPU di anggap melanggar prinsip
kepastian hukum karena bertindak tidak sesuai yuridiksinya. Hal ini
berdasarkan pandangan beberapa ahli hukum yang mengkritisi putusan KPU
No 1632. Selain itu adapula beberapa ahli hukum yang mendukung keputusan
KPU no 1632 mereka menganggap bahwa KPU selaku subjek hukum tata
negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakan keputusan MK
sebagaimana mestinya berdasarkan putusan MK nomor 49/ PUU-1X/2011 yang
menyatakan putusan MK sama seperti undang-undang yang harus segera
dilaksanakan oleh negara, warga masyarakat, dan pemangku kepentingan.
2. Akibat hukum dari Kebijakan hukum pencalonan Gibran Rakabuming Raka
sangat problematik dan mengalami cacat hukum dari segi Proses pencalonan
sebagai wakil presiden, serta mengalami cacat hukum secara konstitusional,”
bahkan berpotensi terjadi pemakzulan jika pengadilan atau lembaga terkait
memutuskan bahwa pencalonannya tidak sah. Hal ini berdasarkan pendapat
ahli hukum yang mengkritisi terkait dengan putusan MK nomor 90/PUU-

XX1/2023 yang membuka ruang untuk proses pencalonan gibran. Namun
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menurut prof yusril meskipun putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023
problematik dan cacat hukum, akan tetapi putusan MK nomor 90/PUU-
XX1/2023 jelas dari segi kepastian hukum, sehingga pencalonan Gibran

dianggap tetap sah.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan
saran yaitu :

1. Disarankan agar KPU harus lebih jeli dalam melakukan penetapan siapapun
yang tidak memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan
maka tidak berhak untuk di tetapkan sebagai calon.

2. Evaluasi Proses Pendaftaran Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses
pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk memastikan bahwa
semua tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Evaluasi ini juga harus mencakup analisis terhadap pengaruh
keputusan-keputusan hukum sebelumnya yang mungkin berdampak pada
legitimasi proses pemilu.

3. Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum pemilu kepada masyarakat,
termasuk tentang hak-hak mereka sebagai pemilih dan prosedur pencalonan.
Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat dapat berpartisipasi lebih
aktif dalam proses demokrasi dan menuntut akuntabilitas dari penyelenggara

pemilu.
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4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendalami lebih lanjut
mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan kewenangan KPU dan
Mahkamah Konstitusi dalam proses pemilihan umum. Hal ini penting untuk
memahami batasan dan ruang lingkup kekuasaan masing-masing lembaga

dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang transparan dan adil.
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